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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat
dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
buku ajar. Tak lupa juga mengucapkan salawat serta salam
semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar
Muhammad SAW, karena berkat beliau, kita mampu keluar
dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang.

Kami ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-
pihak yang mendukung lancarnya buku ini mulai dari proses
penulisan hingga proses cetak, yaitu orang tua kami, rekan-
rekan kami, penerbit, dan masih banyak lagi yang tidak bisa
kami sebutkan satu per satu.

Adapun, buku kami yang berjudul ‘Kedudukan Subyek
Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan (Refleksi
Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha)’ ini
telah selesai kami buat secara semaksimal dan sebaik
mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang
membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai
pertanahan di tinjau dari hukum keperdataan.

Dalam buku ini, tertulis bagaimana pentingnya
kedudukan subyek hukum tidak saja dari sisi hukum
administrasi tetapi juga dari sisi hukum keperdataan dan
materi yang disajikan yang relevan dengan kondisi saat ini.
Buku ini merupakan hasil dari penelitian skripsi, dengan
menambahkan muatan sehingga terwujudnya buku ini.

Kami sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang
tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab
itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran
terhadap karya buku ini agar kami dapat terus meningkatkan
kualitas buku.
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Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar
pembaca dapat memahami kedudukan subyek hukum dari
sisi hak keperdataan dan mendapatkan wawasan mengenai
hukum pertanahan serta dapat bermanfaat bagi masyarakat
dalam arti luas. Terima kasih.

Jember, Mei 2022
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, maka seluruh
penyelenggaraan negara dan pemerintahannya didasarkan
pada prinsip-prinsip hukum yang dirumuskan dalam Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional tertinggi
yang berisikan aturan-aturan pokok dalam menjalankan
kekuasaan negara.! UUD 1945 menjadi pedoman untuk
mencapai tujuan yang diidealkan Negara Indonesia yang
bercemin dalam nilai-nilai Pancasila. Pasal 33 ayat (3) UUD
1945 yang digunakan menjadi pijakan pengaturan pertanahan
di Indonesia, menyebutkan bahwa: “Bumi dan air serta
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran? rakyat”

Berdasarkan konstitusi yang termuat dalam UUD 1945
terdapat amanah berupa tanggung jawab negara dalam
menjamin kesejahteraan umum, hal tersebut menunjukkan
bahwa negara memberikan kesempatan kepada rakyat dalam
memanfaatkan sumber daya alam. Upaya untuk mercapai
kesejahteraan3 rakyat dapat diwujudkan apabila pemanfaatan

1Jeffry Alexander Ch. Likadja, Memaknai “Hukum Negara (Law Through
State)” dalam Bingkai” Negara Hukum (Rechtstaat)”, Jurnal Hassanudin Law
Review, Vol 1 No. 1, 2016, h. 76

2 Artinya kemakmuran bahwa kemakmuran merupakan terminologi
ekonomi,suatu masyarakat dikatakan makmur apabila masyarakat yang
bersangkutan dapat memenuhi dan dipenuhi kebutuhannya baik phisik
maupun non phisik secara terus menerus.A.Sodiki dalam Moh Bakri,Hak
Menguasai Tanah oleh Negara, (Jakarta: Citra Media, 2011),h 30.

3 Dalam hal ini Negara hanya mengusahakan/menyiapkan kondisi
untuk mencapai kesejahteraan umum dan tidak menciptakan kesejahteraan
umum,Negara hanya menciptakan prasyarat-prasyarat objektif yang perlu
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BAB 2. KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Konsep Kedudukan Hukum
Membahas terkait kedudukan hukum maka tidak terlepas
dari terminologi maupun pendapat ahli, dalam hal ini penulis
akan memberikan beberapa terminologi tersebut. Istilah
kedudukan hukum menurut kamus besar Bahasa Indonesia
terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu “kedudukan” dan “hukum”.
Kedudukan dapat diartikan sebagai status atau keadaan yang
sebenarnya, sedangkan hukum dapat diartikan sebagai suatu
peraturan atau undang-undang yang mengatur pergaulan
hidup diantara masyarakat.12
Berdasarkan pengertian tersebut, kedudukan hukum
dapat dimaknai sebagai status (keadaan sebenarnya) dari
subjek hukum dalam sebuah peraturan yang berlaku.
Kedudukan Hukum atau Locus standi adalah suatu keadaan
ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu
pengadilan. Berdasarkan kebiasaan yang berlaku kedudukan
hukum dapat di tunjukan dengan cara berikut:13
1. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang
undang atau tindakan yang menjadi permasalahan,
dan kerugian ini kan terus berlanjut kecuali jika
pengadilan turun tangan dengan memerintahkan
pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum
yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak

12 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 2016,
https://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada hari Jumat tanggal 14 Februari
2020 Pukul 19.00 WIB.

13 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, PT Sinar Grafika, 1993),
h 106
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BAB 3. HAK SUBYEK HUKUM DAN TUMPANG
TINDIH LAHAN

Merujuk kepada prinsip Indonesia sebagai negara hukum
yang dinormakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dapat
dimaknai bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara
Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui
wakil-wakilnya,6! maka pemerintah dalam menjalankan
kekuasaannya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang.
Penerapan prinsip negara hukum yang dianut didasarkan pada
unsur adanya upaya perlindungan terhadap hak-hak dasar
manusia.t?

Setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai hak-hak
yang sama dengan tidak memandang bahwa orang tersebut
berasal dari negara mana, serta tidak ada suatu hukuman yang
dapat mengakibatkan hilang suatu hak yang dimiliki oleh
seseorang. Terkait hal ini kemudian diperkuat dengan pasal 1
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut
sebagai KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “Menikmati
hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak
kenegaraan.” hak melekat pada diri manusia dan bersifat
fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dijaga.
Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo (dalam Ari
Hernawan) bahwa hak dapat diartikan sebagai segala sesuatu
yang dapat memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada

61 Khathryna Ihcent Pelealu, Konsep Pemikiran Tentang Negara Hukum
Demokrasi dan Hukum Hak Asasi Manusia Pasca Reformasi, Jurnal Lex
Administratum, Vol. 3 No. 7, 2015, h. 106

62 Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia,
Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 18 No. 2, 2016, h. 137
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BAB 4. AKIBAT HUKUM TUMPANG TINDIH
LAHAN TERHADAP HAK SUBYEK HUKUM

Proses pengajuan permohonan hak guna usaha pada
dasarnya adalah bagian dari perikatan, Hubungan hukum
menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang mengikatkan
dirinya dengan obyek hak atas tanah. Hak sebagaimana yang
dimaksud dapat berupa hak untuk memiliki, menguasai, dan
mengelola tanah, sedangkan kewajiban tersebut sebagaimana
diatur dalam pasal 15 UUPA yaitu untuk melakukan
pemeliharaan tanah bagi tiap-tiap subjek hukum yang
mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut.
Dikarenakan prosedur permohonan hak membutuhkan waktu
yang panjang dan proses yang rumit sehingga tidak menutup
kemungkinan  terjadinya  kesalahan-kesalahan  yang
menyebabkan terlanggarnya hak dari subjek hukum.

Kesalahan tersebut apabila tidak segera dibenahi akan
menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai nilai
kepentingan tersebut terkait mengenai letak, batas, dan luas
obyek bidang tanah yang diakui satu pihak, baik yang telah
ditetapkan oleh ATR/BPN maupun yang masih dalam proses
penetapan batas.85 Hal tersebut dapat diketagorikan sebagai
perbuatan melawan hukum yang telah memenuhi norma pasal
1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

“setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh
karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain,
mewajibkan orang yang karena Kkesalahannya
menyebabkan kerugian itu mengganti kerugiannya.”

85 Aprila Niravita Dan Rofi Wahanisa, Op.Cit., hlm. 79
[78]
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BAB 5. UPAYA YANG DAPAT DITEMPUH OLEH
SUBYEK HUKUM APABILA TERJADI
SENGKETA TUMPANG TINDIH LAHAN

Permohonan = HGU  diselenggarakan  berdasarkan
peraturan perundang-undangan, hal ini bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum terhadap subjek hukum yang
memohonkan haknya kepada negara untuk menguasai dan
mengelola tanah. Setiap subjek hukum yang memohonkan
haknya untuk memperoleh hak atas tanah pada dasarnya tidak
menghendaki terjadinya sengketa Namun di dalam proses
permohonan hak atas tanah tersebut terkadang timbul suatu
permasalahan yang memiliki output terjadinya sengketa
pertanahan salah satunya tumpang tindih lahan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya sengketa
tumpang tindih lahan dapat berdimensi perdata maupun tata
usaha negara. Meskipun memiliki dimensi sengketa yang
berbeda di dalamnya, tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam
perolehan hak tersebut tidak tidak hanya berbicara prosedur
saja melainkan didalamnya melekat hak-hak keperdataan
milik subjek hukum. Terkait pokok pembahasan dalam tulisan
ini, penulis membatasi bahasan pada kasus pertanahan yang
dikategorikan kedalam sengketa keperdataan, yaitu sengketa-
sengketa tanah yang terjadi antara subjek hukum yang satu
dengan subjek hukum yang lain mengenai suatu hak atas tanah
yang menjadi objek sengketanya.

Berkenaan dengan sengketa tumpang tindih lahan, subyek
hukum yang dirugikan dapat menempuh upaya penyelesaian
baik melalui jalur litigasi (Pengadilan) maupun upaya
penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Subjek
hukum yang merasa haknya dirugikan akibat sengketa

[97]
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BAB 6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan Penjelasan yang telah diuraikan dalam

pembahasan mengenai Kedudukan Hukum Hak Keperdataan

Subjek Hukum Akibat Tumpang Tindih Lahan, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum hak keperdataan dari subyek hukum
akibat terjadinya tumpang tindih lahan atas suatu obyek
(tanah) yang diperoleh dari negara tidak akan hilang.
Secara hakekat, hak keperdataan akan selalu melekat
pada subyek hukum semenjak diterbitkanya surat
keputusan penetapan hak. Sehingga hak keperdataan
subyek hukum memiliki kekuatan yuridis dalam hal
penguasaan obyek, hal ini dibuktikan dengan surat
keputusan penetapan hak. Namun seringkali terjadinya
tumpang tindih lahan terhadap obyek yang dikuasai oleh
subyek hukum yang telah memiliki hak keperdataan atas
obyek tersebut, maka kedudukan hukum terhadap hak
keperdataan subyek hukum tidak boleh diabaikan
keberadaannya. Subyek hukum yang memperoleh hak
keperdataan wajib mendaftarkan haknya pada lembaga
yang berwenang dan dalam hal ini adalah BPN.
Pendaftaran dilakukan untuk memberikan suatu jaminan
kepastian hukum yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak
Guna Usaha sebagai alat bukti hak atas tanah. Kendati
demikian, dikarenakan adanya kekosongan norma dalam
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha,
yaitu tidak ada batasan waktu terkait kewajiban pemohon

[114]
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